BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR D TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2019

Menimbang

Mengingat

a.

ks

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda
menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat
Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan
Perkada;

bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato -
Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten
Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4269);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 466 3);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);




Memperhatikan :

Menetapkan

9,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun

11.

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025.
(Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011
Nomor 117, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Gorontalo Nomor 105);

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2016-2021.
(Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016
Nomor, 182 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Pohuwato Nomor 162);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun
2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pohuwato Nomor 163);

Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 57 Tahun 2018 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato
Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PENETAPAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2019
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembangunan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pohuwato.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan
sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan Kkerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah
sesuai dengan urusan pemeintahan yang menjadi kewenangannya.
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di
daerah.

Rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD
adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah

untuk mencapai tujuan.
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Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
tugas dan fungsi.

Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat
musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka

menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP RENJA-PD

Pasal 2
Renja-PD adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan
kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
Jumlah program pada dokumen Renja-PD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebanyak 232 program dan 865 kegiatan.
Renja-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1
(satu) tahun, yaitu tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019
dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

BAB III
SISTEMATIKA RENJA-PD

Pasal 3
Sistematika Renja-PD adalah :
Bab I Pendahaluan;
Bab II Evaluasi Renja-PD tahun lalu;
Bab III Tujuan dan sasaran perangkat daerah,;
Bab IV Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
Bab V Penutup.
Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran

dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dari penyusunan Renja-PD ini adalah untuk melaksanakan dokumen

perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada

tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
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Pasal 5
Tujuan dari penyusunan Renja-PD adalah :
a. mendeskripsikan  tentang program-program  prioritas yang akan
dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah; dan
b. program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan

menitik beratkan pada program-program prioritas.

BAB V
TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA-PD
Pasal 6

Renja-PD disusun dengan tahapan :

a. penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim
penyusun Renja-PD;

b. orientasi mengenai Renja-PD;

C. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja-PD; dan

d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah daerah.

BAB VI
PENETAPAN RENJA-PD

Pasal 7

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renja-PD sebagi berikut :
a. Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
c. Inspektorat Daerah
d. Dinas-Dinas :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Parawisata;
Dinas Pangan;
Dinas Sosial;
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

Dinas Lingkungan Hidup;

2o N e

Dinas Pendidikan;

10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Dinas Kesehatan;




13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Dinas Pertanian;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Dinas Perhubungan;

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
Menengah;

Dinas Penanaman Modal;

Dinas Perikananan;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

e. Badan-Badan :

AN T

Badan Keuangan Daerah;

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

f. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato;

g. Kantor :
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Kecamatan Paguat;
Kecamatan Dengilo;
Kecamatan Marisa;
Kecamatan Duhiadaa;
Kecamatan Buntulia;
Kecamatan Patilanggio;
Kecamatan Randangan;
Kecamatan Taluditi;

Kecamatan Wanggarasi;

. Kecamatan Lemito;
. Kecamatan Popayato;
. Kecamatan Popayato Timur; dan

. Kecamatan Popayato Barat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

dan Usaha

Kecil

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang

menyangkut teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pohuwato.




Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal &% Juu 2018

PATI POHUWATO,

Diundangkan di Marisa

2018
KABUPATEN POHUWATO,

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR éO
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